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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukuman berarti prilaku yang 

bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan 

dalam hukum tertulis. Hukum positif yang berada di tengah masyarakat tentu 

saja tidak terlepas dari perumusan nilai-nilai yang bersifat mendasar dari 

hukum itu sendiri. Pada dasarnya Hukum merupakan peraturan yang dapat 

berupa norma dan sanksi yang kemudian bertujuan untuk mengatur tingkah 

laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan diharapkan dapat mencegah 

kekacauan. Selain itu, hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

baahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.  Karena dasar tersebutlah 

maka semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan di depan 

hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau ketentuan 

yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur 

kehidupan masyarakat dan terdapat sanksinya bagi orang yang melanggar 

hukum atau peraturan.  

Di Indonesia hukum yang digunakan masih menggunakan hukum pidana 

peninggalan penjajah, yakni Belanda dimana teks aslinya masih dituliskan dalam 

bahasa Belanda. Sudah sejak lama Indonesia berusaha memperbaharui hukumnya 

termasuk pada lingkup hukum pidana dimana perbaharuan tersebut harus bersifat 

menyeluruh dalam hal ini harus mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana 
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formal ataupun hukum acara pidana serta hukum pelaksanaan pidana. Ketiga 

hukum pidana ini harus diperbaharui secara bersama-sama karena apabila tidak 

maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaanya serta akan sulitnya 

tercapai tujuan dimana dari pembaharuan hukum dalam rangka mewujudkan 

nasional yang didedikasikan kepada kepentingan nasional yang tentu saja 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak akan tercapai 

seutuhnya. Pembahasan mengenai narkotika sendiri telah diatur dalam KUHP.1 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, yang dimaksud Narkotika yaitu: “ Narkotika merupakan zat atau obat 

yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik yang berupa sintetis 

maupun semisintetis, yang dapat meberikan efek penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga 

dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sanksi yang diberikan kepada 

pelaku tindak kejahatan dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Selaian sanksi pidana 

yang terdapat dalam Pasal 10, ada juga pidana tambahan yang terdiri atas 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman 

putusan hakim. Selain peraturan dalam KUHP tersebut telah dicantumkan juga 

berbagai macam sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati.  

                                                           
1  Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (deepublish, 
2015),  



 

 

3 
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat 

ini merupakan peninggalan dari peraturan pada masa penjajahan jaman Belanda, 

namun ada hal yang membedakan yakni dalam hal peraturan pidana mati dimana 

tidak lagi digunakan dalam salah satu sanksi yang dikenakan di Belanda sedangkan 

di Indonesia masih menggunakan Pidana Mati sebagai salah satu bagian dari sanksi 

pidananya. Meskipun di Indonesia masih melaksanakan sanksi pidana hukuman 

mati dalam pelaksanaannya, dalam menerapkan sanksi pidana ini sangat selektif 

dan sangat berhati-hati. Sampai saat ini penjatuhan pidana mati sering kali 

menimbulkan banyak perbedaan pendapat, di satu sisi pidana mati melanggar 

HAM sedangkan di sisi lain negara harus berperang melawan narkotika. Selain 

dalam Pasal 10 KUHP pidana mati bagi pengedar dan bandar narkotika diatur lebih 

rinci dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati menjadi salah satu ancaman pidana 

terberat bagi pengedar narkotika, yang telah diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan 

Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

Di indonesia dalam beberapa perkara telah diputuskan pidana mati bagi 

pengedar narkotika dengan ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) UU 35 tahun 2009 

menjelaskan bahwa “… untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar, menyeragkan ataupun menerima dimana Narkotika Golongan I 

yang memiliki berat melebihi dari 1kg narkotika atau melebihi 5 batang pohon atau 

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dapat dikenai pidana paling 

berat dipidana mati…” sedangkan dalam pasal 119 ayat (2) menjabarkan bahwa 

mereka yang “…dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
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beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati…” .  

Penggunaan narkotika jenis apapun yang digunakan apalagi penggunaannya 

dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka dapat menyebabkan seseorang 

rentan terserang beberapa penyakit tertentu. Seperti penyakit paru-paru, jantung, 

stroke, kanker, hingga dapat menyebabkan gangguan pada mental2. Pada 

pengecekan kesehatan melalui cara pemindaian pencitraan, rontgen dada, dan tes 

darah menunjukkan efek kerusakan yang ditimbulkan oleh konsumsi narkotika 

jangka panjang terdapat di seluruh tubuh. Selain itu, hal gangguan kesehatan seperi 

infeksi jantung dan katupnya (endokarditis) serta infeksi kulit (selulitis) juga dapat 

terjadi apabila orang tersebut terpapar bakteri dari penggunaan narkotika melalui 

jarum suntik. Selain efeknya pada kesehatan pengguna efek lain yang tidak kalah 

berbahayanya yaitu apabila penggunaan narkoba dilakukan secara berlebihan maka 

dapat berujung pada pada obersisus yang mengancam penggunanya. Terdapat 

kurang lebih 50 orang pengguna penyalahgunaan narkotika yang meninggal setiap 

harinya yang berdampak buruk bagi negara yang kemudian menyebabkan kerugian 

yang bagi negara baik dalam bidang perekonomian maupun sosial.  

Penerapan sanksi pidana mati bagi bandar atau pengedar Narkotika adalah 

salah satu bentuk ketegasan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara 

ini. Salah satunya dengan memberikan hukuman berupa pidana mati kepada Freddy 

                                                           
2 Reza Indragiri Ameriel, Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, ed. Aulia Nurdini (Salemba 
Humanika, 2008), 
https://www.google.co.id/books/edition/Psikologi_Kaum_Muda_Pengguna_Narkoba/zzB3yJvsl2c
C?hl=id&gbpv=1&dq=gangguan+mental+dan+perilaku+akibat+narkotika&printsec=frontcover. 
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Budiman. Sanksi pidana mati yang dijatuhakn kepada pengedar narkotika Freddy 

Budiman dan bandar narkotika lainnya merupakan penjaatuhan pidana paling berat 

dan diharapkan agar pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika 

merasa jera untuk mengedarkan narkotika sekaligus diharapkan bisa menjadi 

pelajaran bagi pelaku penyalahgunaan narkotika atau orang yang mau mencoba 

mengedarkan atau mengonsumsi narkotika yang masih ada dan masih berkeliaran 

saat ini.  

Apabila dikaitkan antara pidana mati dengan hubungannya dengan tindak 

pidana narkotika dapat dikatakan bahwa perlu dilakukan tinjuan lebih lanjut 

mengenai urgensi perlu tidaknya penjatuhan pidana mati bagi  pelaku tindak pidana 

pengedar atau bandar narkotika. Hal lain yang perlu dianalisis juga yaitu terkait 

kaitan antara penjatuhan sanksi pidana dengan kaitannnya antara hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Perlunya dilakukan penelitian terkait hal tersebut karena masih 

banyaknya perbedaan pendapat antara pidana mati dan Hak Asasi Manusia. 

Sebagian menginginkan untuk pidana mati untuk dihapusakan karena berbagai 

alasan, antara lain karena bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup, 

selain itu dalam ajaran kristiani juga bertentangan dengan perintah ke-6 dalam 10 

perintah Allah yang berbunyi “jangan membunuh”. Pidana mati juga dinilai tidak 

sejalan lurus dengan tujuan proses resosialisasi dimana hal ini yang bertujuan 

utama untuk mengubah watak serta tingkah laku warga binaan agar sesuai dengan 

nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga  apabila warga binaan 
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tersebut telah bebas maka ia dapat dengan cepat menyesuaikan diri dalam 

masyarakat umum seperti sedia kala sebelum ia menjalani masa hukumannya. 3 

Karena hal-hal yang telah diuraikan di atas mengenai berbagai pendapat mengenai 

hukuman mati, baik ada yang setuju maupun tidak setuju dan yang menjadi maslah 

adalah permasalahan pandangan HAM terhadap hukuman mati, karena pada 

dasarnya hukuman mati merupakan suatu tindakan dari penghilangan nyawa 

seseorang. Maka bersadarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul “PENJATUHAN HUKUMAN MATI 

BAGI  PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI 

MANUSIA (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 2267 / PI.SUS/ 

2012/PN.JKT.BAR TANGGAL 15 JULI 2013 -FREDY BUDIMAN ALS BUDI 

BIN H. NANANG HIDAYAT).” 

B. Rumusan Masalah  

Apakah penjatuhaan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika 

telah sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap 

Freddy Budiman telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia ? 

                                                           
3 Todung Mulya Lubis and Alexander Lay, No Title, ed. Aloysius Soni BL de Rosari (Jakarta: PT 
Kompas Media Nusantara, 2009), 
https://www.google.co.id/books/edition/Kontroversi_hukuman_mati/rBWurJdVyf4C?hl=id&gbp
v=1&dq=ancaman+pidana+mati+dalam+hukum+pidana+di+indonesia&printsec=frontcover. 
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C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan mengenai sanksi pidana mati bagi 

pengedar narkotika di Indonesia dengan tujuan pemidanaan serta kaitanya dengan 

Hak Asasi Manusia  di Indonesia.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun 

secara praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

hal menyumbangkan pikiran dalam bidang Hukum Pidana untuk 

menanggulangi serta memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan literatur 

dalam dunia akademis.  

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum pada bidang hukum pidana 

khususnya dalam hal menindak lanjuti para bandar serta pengedar dan penyalah 

gunaan narkotika agar dapat memberikan efek jera kepada mereka dan agar 

mereka tidak melakukan hal yang sama berulang kali, terlebih agar masyarakat 

awam menyadari betapa bahayanya penggunaan narkoba dan agar masyarakat 

awam lebih paham akan hukumnya terutama terkait hukuman mati bagi 

pengedar serta bandar narkoba.  



 

 

8 
 

 
 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI  

PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI 

MANUSIA(STUDI PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 2267 / 

PI.SUS/ 2012/PN.JKT.BAR TANGGAL 15 JULI 2013 - FREDY BUDIMAN 

ALS BUDI BIN H. NANANG HIDAYAT).” bukan merupakan plagiasiidari 

skripsiiyang sudah pernah ada, serta merupakan karya asli penulis. Terdapat 3 

(tiga) skripsi yang samai namun dengan rumusani masalah yang berbeda 

sebagaimana pembandingiantarai lain: 

1. Ahmad Syahrun, FakultasiSyari’ahidan HukumiUniversitas Islami Negeri 

AlauddiniMakassar, Tahun 2013, dengan juduliEksistensiiPidanaiMatii dalam 

Penegakan Hukumidi Indonesiai di Tinjaui dariiAspek HakiAsasiiManusia 

(HAM). Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanaipenerapanihukuman ipidana matiidalam penegakan hukumidi 

Indonesiai? 

b. Bagaimanaihukum pidanaimati jika idihubungkan denganiHakiAsasi 

Manusiai(HAM)? 

Dengan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pada awal mula eksistensiihukuman matiidi Indonesiaisecara yuridis 

historisidiatur dalami KUHP, dimana sebagaian besaribahasnya berasal 

darii bahasa Belandaiyaitu WvSi(Wetboek van Strafrecht).iMeskipun 

KUHP di Indonesia berasalidari Belanda namun dalamihal 
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penerapannyaiternyata di Belandaidan Indonesiaimemilikiibanyak 

perbedaan. Di Belandaihukumanimati tidak lagi dipergunakan ibahkan 

sejakitahuni1870, kecualiinegara tersebut berada dalamikeadaan 

perang. Sementaraiitu, di Indonesiaimasih mengakui,imempertahankan 

eksistensiidari penerapan hukumanimati di beberapaiundang-undang. 

Penghapusanihukumanimati yang dilakukan Belanda tidakidiikuti 

Indonesia,ikarena Indonesia sendiri memiliki beberapaipertimbangan 

untuk tidak menghapuskan hukuman mati tersebut seperti yang 

dikemukakan pendapat dari SatochidiKartanegara, yaitu: 

2. Indonesiaiterdiri dari banyak sukuibangsa, dimana padaimasaikolonial, 

denganimempertimbangkan banyaknya penduduki yangiterdiri dari 

banyaknyaisukuitersebut,isangatimudahiuntukimenimbulkaniperteng-

aran antarisuku, dan untukimenghindari adanya ipertentangan-

pertentangan tersebut beserta akibat yang ditimbulkan. Maka, hukuman 

mati dipertimbangkan perlu dipertahankan eksistensinya di Indonesia.  

3. Indonesia yang terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada saat itu 

aparatur pemerintahan kurang sempurna, disamping itu sarana 

penghubung antar pulau juga kurang memadai.  

4. Disamping alasaniyang berhubunganidengan keadaanigeografis 

Indonesia, beberapai ahli berpendapati bahwa daerahi kolonial 

memerlukanikekuasaan yangimutlak untukimenjaga ketertibaniumum 

wilayahnya, sehinggaidapatidipertanggungjawabkan.  
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Selain itu Sahetapyiberpendapat bahwa kebijakaniitu sebagaiitindakan 

diskriminasiikarena pencantumanipidana matiihanya adaidalam WvS 

sementaraidi Belandaitidak ada.  

a. Hukum pidana mati menurut hukum islam, menghilangkan nyawa orang 

lain hanya diperbolehkan ketika memenuhi dua faktor yakni kehendak 

Allah serta merupakan konsekuensi dari penegakan hukum yang berupa 

eksekusi putusan hakim. Atas dasar tersebutlah, konsep pidana mati dalam 

hukum islamomenetapkan perbuatanotertentu yangodianggap sebagai 

kejahataniyangimelanggarihukumi(jarimah),iyangikarenaidiancamidenga

n pidanai(uqubah). Tindak pidanaidalam islam dibagiimenjadi 3 bagian 

yakni: 

1. Tindakppidana yangpdiancam denganihukum tertentuiyang bersifat 

mutlakp(al-hudud)iyang didalamnya mencakup kejahatani-ikejahatan 

berat,iseperti hubunganiseks yang tidakilegal ( zina), menuduhiorang 

lain berzinai(gazf), meminumibenda-benda yang dapatimemabukkan 

(syurbialkhomar), pencurianp(sariqah), perampokanpyang disertai 

dengan tindakan pembunuhani(hirabat),imelakukan rekayasaihuru-

hara atau subversii(albaghyu), serta murtad dari islamo(riddah). 

Kelompokiini termasuk dalam kejahataniberat dalam hukum islam 

yangodapat menggagu ketertibanoumum danoketenangan dalam 

masyarakati.  

2. Tindakipidana yangodiancam denganihukuman pidana yangisetimpal 

(al-qisas)oserta gantiirugi (ad-diyat).iKelompok iniiberbeda dengan 
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kelompok yangopertamaokarena dalam kelompok iniomerupakan 

perpaduanoantara hakiAllah SWT dengan hakimanusia.oContohnya 

dalamikelompok ini yakni ketika dalam kasusipembunuhanihukuman 

pertamaiberupa qisas yakni menjatuhkanihukuman matiikepadaipelaku 

pembunuhanpsetelah perbuatannya terbuktipbersalah dan telah 

memenuhi syarati-syarat  terpenuhinya delik pembunuhan tersebut. 

Namun apabila ahli waris dari korban memberikan maaf kepada pelaku 

pembunuhan maka hukum alternatif bagi pelaku adalah dengan 

membayaridiyat seratusiekor untaiatau duaiekor sapi. Hal inilahiyang 

dimaksudkan denganiperpaduan antaraihak AllahiSWT denganihak 

manusia.  

3. Tindakan pidanapyang hukumannyapdiserahkan kepadapkeputusan 

hakimi(at-ta’zir). Contohnya ketika berduaanidengan lawanijenisiyang 

tidakihalal danimerugikan hargaidiri serta kehormataniorang lain.  

Berdasarkan beberapa kategori hukumanidalam hukum pidanaiislam,iyang 

paling penting dan palingibanyak mendapatkan pembahasan dari paraiahli 

adalah hukumihudud, qisasiserta takzir,ikarena dari ketiga hukum tersebut 

semuanya mempunyai potensi menyebabkan kematian4.  

Persamaan : membahas terkait pidana mati dan tinjauan berdasarkan aspek Hak 

Asasi Manusia  

                                                           
4 Eksistensi Pidan Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi 
Manusia (HAM), n.d. 
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Perbedaan : penulisan hukum ini membahas terkait eksistensi dari pidanaimati 

dalamipenegakan hukum diiIndonesia beserta tinjauan dariiaspek 

Hak Asasi Manusia, sedangan penulisan skripsi saya membahas 

mengenai penerapan pidana mati bagi bandar atau penjual 

narkotika berdasarkan analisis kasus dari bandar narkotika 

Freddy Budiman.  

2. Ahmad Rusyadi Ahyar, FakultasoSyari’ah danoHukum Universitas Islam 

Negeri AlauddinoMakassar, Tahuno2016 dengan judul TinjauanoYuridis 

TentangoHukuman MatioBagi PelakuoKasus NarkobaoPerspektifoHukum 

Nasionalidan HukumiIslam. Dengan rumusan masalah sebagai beriku: 

a. Bagaimana aturanihukum bagiipelaku tindakipidana narkobaidi Indonesia? 

b. Bagaimana bentukipenjatuhan hukumaniterhadap pelakuikasusinarkoba 

dalamihukum islam? 

c. Bagaimana efektifitasohukuman matiodalam menanggulangioperedaran 

narkobaodi indonesia? 

Dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Aturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dala Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang 

RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. DalamiUndang-Undang 

No.35iTahun 2009itentang Narkotika,ipada dasarnya mengatur mengenai 

pelakuitindak pidanao(delict) penyalahgunaanonarkotika yang dibagi 

menjadii2(dua) bagian,Iyaitu pelakuotindak pidanaoyang berstatus 
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penggunaiyang diaturidalamiPasali116,i121, dan 127idan bukanipengguna 

narkotikaiyangidiaturidalamiPasal 112,i113,i114,119,serta129.iSedangkan 

untukistatus penggunainarkotika dapatidibagi lagiimenjadi 2 (dua), yakni 

penggunaiuntuk diberikanikepada orangilain (Pasali116 serta Pasali121) 

serta pengguna narkotika yang penggunaanya digunakan untuk dirinya 

sendiri (Pasal 127). Pengguna narkotikaiuntuk dirinyaiadalah pengguna 

narkotikaiyang dilakukanioleh seseorangitanpa melaluiidokter. Apabila 

seseorang yangibersangkutan kemudian menderitaiketergantunganimaka 

yang bersangkutaniharus menjalankanirehabilitasi, bisa dilakukanobaik 

secaraimedis maupunisecara sosial,odan untuk pengobatanoserta mas 

rehabilitasainya akanodiperhitungkan sebagaiomasa menjalaniopidana. 

Sedangkaniuntuk pelakuitindak pidanainarkotikaiyang berstatusisebagai 

bukanipengguna dapat diklasifikasikanimenjadi 4(empat) bagian, yakni : 

pemilikiyang diatur dalam Pasal 111idaniPasal 112, pengolah yang diatur 

dalam Pasali113, pembawaidan pengantariyang diatur dalam Pasali114 dan 

Pasal 119 danipengedar yang diatur dalam Pasali129. Tinakan pidanaiyang 

daiatur dengan Undang-Undang Psikotropika, dapat dibagi menjadi 

beberapa kelompok yakni: kejahatan yang menyangkut produksi 

psikotropika, kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika, 

kejahatan yang menyangkut ekspor serta impor psikotropika, kejahatan 

yang menyangkut penguasaan psikotropika. 

2. Efektifitas dari sanksi pidana dapat dilihat dari sejauhimana aturanihukum 

tersebutiditaati. Apabila dalam suatuiaturan hukumitersebut ditaatiioleh 
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sebagianibesar targetiyang menjadiitarget ketaatan aturan hukum tersebut 

dibuat, barulah dapat dikatakanibahwa aturanihukum yangibersangkutan 

bersifatiefektif atau tidak. Namunidengan demikianiapabila suatuiaturan 

tersebut dikatakan efektif, namun masih bisa dipertanyakan sejauh mana 

derajat efektifitas dari aturan tersebut. Berdasarkan pendapat yang 

dikemukakan oleh H.C. Kelman, ketaatan dari hukuman itu sendiri dpaat 

dibedakan menjadi tiga jenis, yakni: ketaatan yang bersifat Compliance, 

ketaatan yang bersifat identification, ketaatan yang bersifat internalization. 

Apabila ketaatanisebagian besaridari masyarakatitetap suatu aturaniumum 

yang hanyaikarena kepentinganiyang bersifaticompliance atauimasyarakat 

hanyaitakut akan sanksiimaka derajatoketaatannya sangatorendah dan 

membutuhkanipengawasan yangiterusimenerus. Berbedaidenganiketaatan 

yang bersifatiinternalization, dimana ketaatannyaikarena aturanihukum 

tersebutibenar-benar cocol denganinilai interinsik yang dianut maka derajat 

ketaatannyaiyangitertinggi. 

Persamaan :membahas mengenaiihukuman mati bagi pelaku 

penyalahgunaan narkotika  

Perbedaan :penulis ini membahas mengenai sanksi pidan mati bagi pelaku 

penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum nasional 

dan hukum islam sedangkan dalam  skripsi saya membahas 

mengenai hukuman mati bagi bandar atau penjual narkotika 

dalam perspektif hukum nasional dan HAM berdasarkan 

kasus bandar narkotika Freddy Budiman yang memfokuskan 



 

 

15 
 

 

penerapan Pasal 114 dan 119 UU No 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika.  

3. Zulfi Andra Pratama, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

Tahun 2015 denganijudul DasariHukum danoFaktor-Faktor yangodapat 

MenyebabkanoPenjatuhan PidanaoMati TerhadapoPelaku TindakoPidana 

NarkotikaiMenurut SistemiHukum diiIndonesia. Dengan rumusan masalah: 

a. Apakahipenjatuhan pidanaimati terhadapipelaku tindakipidana narkotika 

telahisesuai denganitujuanipemidanaan? 

b. Faktor-faktoriapakahiyang dapatimenyebabkan penjatuhanipidana mati 

terhadapipelaku tindakipidanainarkotika? 

Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Penjatuhanipidana matiiterhadap pelakuotindap pidanaopenyalagunaan 

narkotika,itidak terlepasodari dampakiyang ditimbulkanoolehokejahatan 

narkotikaitersebut. Dimana kejahataninarkotika adalah suatuokejahatan 

yangotergolong extraordinaryocrime. Dimana kejahatanonarkotika ini 

tergolong ke dalam kejahatanoyang berdampakobesar padaomulti 

dimensionaloyaitu terhadapososial,obudaya, ekonomioserta politikodan 

berbagai dampaki negatif lainnyaiyang ditimbulkan olehi kejahataniini. 

Olehikarena dampak dari kejahatan ini berdampak besar makaipenjatuhan 

pidanaomati terhadapopelaku tindakipidana penyalahgunaanonarkotika 

dimaksudkanountuk memberika efekijera yang lebih besar kepada pelaku, 

dimana pidana mati dalam hal ini bertujuanountuk mewujudkanotujuan 

hukumiitu sendirioyakniokeadilan, kemanfaataniserta kepastianohukum. 
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Dalam KUHPodan Undang-Undang Nomoro35 Tahun 2009otentang 

Narkotikaisecara tegasomemberikan hukumanoyang sama beratnyaibagi 

pelaku penyalahgunaaniNarkotika salah satu yang paling berat didalamnya 

adalah hukuman mati dan kemudian dipertegas lagi oleh putusan 

Mahkamah Konstitusi untuk penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku 

penyalahgunaan narkotika agar tidak melanggar hak asasi manusia, dimana 

dalam hal ini malah para pelakulah yangitelah melanggarohakiasasi 

manusia,idimana memberikanidampak terhadapi kehancuran generasi 

mudaidi masaimendatang.  

2. Tindakipidana penyalahgunaan Narkotikaitidak hanyaidilakukanisecara 

perseorangan,imelainkan telah melibatkanobanyak orangoyangosecara 

bersama-sama,obahkan dapat dikatakan sebagai satuosindikatiyang telah 

terorganisasiidengan jaringaniyang luasiyang dapat bekerjaisecara rapiidan 

dapat bekerja secara rahasiaobaik dalam tingkatonasionalomaupun 

internasional. Mafiaonarkotika ini seakanotak mampuoditahan lagiooleh 

pihak aparatopenegak hukumidi berbagaiibelahan dunia,imeskipun aparat 

hukum telah dengan gencar memerangi narkotika. Berdasarkan beberapa 

indikasiimenunjukan bahwa kejahatan narkotika merupakan Extraordinary 

Crime. Pemaknaanya adalahisebagai suatuikejahatan yangiberdampak 

besaridan multiidimensional terhadapisosial, budaya,iekonomi serta politik 

dari berbagai begituidasyatnya dampakinegatif yang ditimbulkanioleh 

kejahataninarkotikaiini. Mengingat dampak yang ditimbulkan banyak yang 

negatif maka ExtraordinaryiPunishment menjadiirelevan mengiringi model 
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kejahataninarkotika yangiberkarakteristik luaribiasa yang pada saat inii 

kianimerambah seanteroibumi iniisebagai TransnationaliCrime. Karena 

dampak yang ditimbulkan dari kejahatan narkotika ini guna melakukan 

upayaipencegahan danipemberantasan tindakopidana narkotika,omaka 

hukumopidana menerapkanosanksi tegasobagi pelaku tindakopidana 

penyalahgunaan narkotika,odimana salah satu sanksi terberatnya adalah 

sanksiopidana mati.iSelain karena kejahataninarkotika tersebutimerupakan 

extraordinaryicrime, penjatuhanipidana matiibagi pelaku tindakipidana 

narkotika juga disebabkan olehibeberapa faktor,iyang berdasarkan 

Undang-UndangoNomor 35oTahun 2009 tentangoNarkotika telah 

menjelaskan secaraitidak langsung mengenaiiaturan faktor-faktoriapa saja 

yangidapat menyebabkanipenjatuhan pidanaimati tersebut.  

Persamaan : membahas mengenai sanksi pidan mati bagi penyalahhunaan 

narkotika.  

Perbedaan : dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor apa 

saja yang dapat menyebabkan seorang pelaku penyalahgunaan 

narkotika dikenai sanksi pidana berdasarkan sistem hukum yang 

ada di Indonesia secara keseluruhan sedangkan dalam skripsi saya 

membahas mengenai penjatuhan sanksi pidan mati bagi bandar 

atau pengedar narkotika Freddy Budiman yang berfokus pada Pasal 

114 dan 119 UU no 35 tahun 2009.  
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F. Batasan Konsep 

Batasan konsep merupakan pengertian dari berbagai macam istilah-istilah 

penting yang digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep berisikan 

tentag pengertian yang sifatnya khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini, batasan konsep dalam skripsi ini akan penulis jabarkan sebagai berikut: 

1. Peraturan hukum (konsep stipulatif):  

Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Narkotika 

merupakan zat ataupun obatiyang berasalitanaman ataupun bukanitanaman, 

baik dalam bentuk sintetis maupun bukan semisintetis,iyang kemudian dapat 

menyebabkanipenurunan atauiperubahan terhadap kesadaran, kehilangan 

rasa,omengurangi atau menghilangkanorasa nyeri, serta dapatimenimbulkan 

ketergantungan,oyang dibedakanike dalamigolongan-golongan sebagaimana 

telah diatur dalamoUndang-Undang ini”. Dalam penelitian ini penulis 

berpegang pada Pasal 114 dan 119 yang mengatur mengenai pidana mati bagi 

bagi pengedar, penjual, menjual,omembeli, menerima,omenjadi perantara 

dalamojual beli,omenukar atauomenyerahkan NarkotikaoGolongan I dan 

Golongan II, yangiberatnya melebihii1(satu) kilogramiatau melebihii5(lima) 

batangipohon atauidalam bentukibukan tanamaniberatnya 5(lima)igram untuk 

narkotika Golongan I dan narkotika yang beratnya melebihi 5(lima)ogram 

untuk NarkotikaiGolongan II pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenai 

sanksi pidana paling berat pidana mati selain yang di atur dalam Pasal 10 

KUHP.  
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2. HakiAsasi Manusiai(HAM) adalah hak yangimelekat padaodiri pribadi 

individuiserta diakuiisecara konstitusional. 

3. Pidana mati merupakan salahosatu sanksi pidana terberat yangodi jatuhkan di 

Indonesia, sanksi pidana ini dijatuhkan kepada seseorang terpidana atas 

konsekuensi dari perbuatannya, sanksi pidana ini pun menjadi kontroversional. 

4. Freddy Budiman merupakan seorang salah satu gembong nerkoba yangitelah 

dieksekusiimati di Lembang Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap,iJawa 

Tengah tepatnya pada 29iJuli 2016. Freddy Budiman divonis pidana matiioleh 

PengadilaniNegeri JakartaiBarat padai15 Juli 2013iatas kasusikepemilikan 1,4 

jutaopil ekstasiiyang ia selundupkan dari China pada Mei 2012. Sebelum 

tertangkap atas kepemilikan 14 juta pil ekstasi, Freddy terlebih dahulu 

tertangkap atas kasus kepemilikan 5000 gram sabu-sabu pada tahun 2009 dan 

divonis dengan vonis 3 tahun 4 bulan. Tak hanya itu Freddy Budiman kembali 

terjerat kasus hukum dengan telah terbukti memiliki 300 gram heroin, 27 gram 

sabu serta 450 gram bahan pembuat ekstasi yang kemudian dikenakan pidana 

penjara selam 18 tahun oleh pengadilan. Tak cukup sampai disitu, Freddy 

Budiman berhasil ditangkap dan mengakui bahwa ia masih mengendalikan 

bisnis narkotika dari balik jeruji besi. Dibalik jeruji besi tersebut, Freddy 

Budiman mengatur pembuatan narkotika jenis baru yang baru diketahui 

kemudian bahwa pabriknya terletak di sebuah ruko yang berada di kawasan 

Cengkareng, Jawa barat, pada bulan April 2015. 

G. Metode Penelitian    

1. Jenis penelitian  
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Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan dengan menggunakan 

penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada 

norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini berfokus padaihukum 

positif Indonesia yangiberupa peraturaniperundang-undangan yangoberkaitan 

denganipermasalahan hukumodalam PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI  

PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 

(STUDI PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 2267 / PI.SUS/ 

2012/PN.JKT.BAR TANGGAL 15 JULI 2013 -FREDY BUDIMAN ALS BUDI BIN 

H. NANANG HIDAYAT).” 

2. Sumberidata 

Dataiyang dibutuhkanidalam penelitianiini terdiri atas: 

a. Bahanohukum primer dalam penelitian ini adalahidokumen hukumoyang 

telah memiliki daya hukum mengikatibagi subjekihukum. Badan hukum 

primer dalam penelitian ini berupaiperaturan hukumiyang meliputi: 

1. Undang-UndangiDasar RepublikiIndonesia Tahuni1945  

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang RepublikoIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika 

5. PeraturaniMenteri KesehataniRepublik IndonesiaiNomor 5 Tahuni2020 

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.  

6. Undang-UndangiNomor 39iTahun 1999 tentangiHak AsasiiManusia.  

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomoro26 Tahuno2000 tentan 

PengadilaniHak AsasiiManusia  
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

PengadilaniHak AsasiiManusia.  

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikoIndonesia Nomor 12 

Tahun 2010 tentang TataiCara Pelaksanaan Pidana Mati.  

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

PeraturaniPerundang-Undangan,iperaturan kebijakan / kebijaksanaan 

dan atau KTUN.  

b. Bahanihukum sekunder adalahidokumen hukumiyang tidak memilikiidaya 

mengikatibagi subjekihukum:  

1. Pendapatihukum yang penulis dapatkan dari buku,ijurnal,ilaporan hasil 

penelitian,isurat kabar, dan majalahiilmiah. 

2. Risalah,onaskah otentik, serta dataostatistik berdasarkan instansi atau 

lembagiresmi 

3. Kamusihukum danikamus nonihukum  

4. Analisis kasus Freddy Budiaman yang penulis ambil berdasarkan 

wawancaranya bersama Media Kompas. 

Bahan hukum sekunder yang penulis dapatkan dalam penelitian ini 

antara pendapatihukum yangidiperoleh berdasarkan buku,ojurnal, laporan 

hasilipenelitian, majalahiilmiah dan pendapat narasumber yangiberkaitan 

dengan penelitian ini.  

3. Cara PengumpulaniData  

Metode pengumpulan data dari penelitian normatif adalah: 

a. Studi Kepustakaan  
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Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca, memahami, 

mempelajari suatu bahan hukum primer yang merypakan peruturan 

peundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang dapat berupa 

pendapat hukum ataupun non hukum yang dapat diperoleh dari jurnal, 

buku ataupun internet. Intinya studi kepustakaan merupakan suatu 

proses mengumpulkann data dari berbagai bahan, ataupun sumber dari 

buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.  

b. Wawancara 

Wawancara dengan narasumber merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung 

serta melakukan interaksi secara langsung dengan narasumber 

berdasarkan pedoman wawancara yang telah sipersiapkan sebelumnya, 

sehingga wawancara yang dilakukan dapat relevan dengan penelitian 

yang dilakukan dan dapat menjadi informasi yang valid. Narasumber 

merupan orang yang karena jabatan, profesi ataupun keahliannya dapat 

memberikan jawaban kepada penulis atas pertanyaan dalam penelitian 

yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh serta demi 

mendapatkan informasi dalam memecahkan permasalahan yang muncul 

dalam masyarakat. Dalam penulisan penelitian ini narasumber terkait 

adalah salah satu desen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang 

mengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia yaitu bapak R. Sigit 

Widiarto,S.H., LL.M. serta salah satu aktivis Hak Asasi Manusia yang 

yaitu Agam.  
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4. AnalisisiData  

Analisis dataidilakukan terhadap: 

1. Bahanihukum primeriyang berupa peraturan perundnag-udangan, sesuai 

dengan ilmuohukum normatif atau dogmatif, yakni deskripsiohukum 

positif,osistematisasi hukumipositif, analisisihukum positif, interpretasi 

hukumipositif serta menilai hukumipositif. 

2. Bahanihukum sekunder merupakan pendapat hukum yangidianalisis 

atau dicariiperbedaan serta persamaanipendapat hukum didalamnya. 

3. Bahanihukum primeridan bahanihukum skunder yang diperbandingkan 

danodicari adaotidaknya kesenjangan.oBahan hukum sekunder ini 

dipergunakaniuntuk mengkajiibahan hukumiprimer yang ada.  

Dalam penelitian ini penulis akan dilakukan metode induktif yakni 

penarikan kesimpulan dari bahan yang sudah didapatkan baik melalui bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 
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H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi  

Secara garis besar sistematika dari penulisan Hukum ini terdiri atas: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab  ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian 

Penelitian, Batasan Konsep, Metode Konsep, Metode Penelitian, dan Sistemmatika 

Penelitian Hukum/skripsi. 

BAB IIiPEMBAHASAN  

Bab ini akan membahas meliputi penjabaran atau penjelasan terhadap rumusan 

maslah yang terkait dengan judul penelitian ini yakni “Penjatuhan Hukuman Mati 

bagi Bandar dan Pengedaar Narkotika dalam Perspektif Hak Asasai Manusia 

(AnalisisiKasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman 

berdasarkan Pasal 112 ayati(2) daniPasal 119 ayati(2) Undang-UndangiNomor 35 

Tahuni2009 tentangiNarkotika) meliputi hasil penelitian, adapun pemaparan dari 

hasil penelitian berupa Hukuman Pidana dan SanksiiPidana, Jenis-JenisiPidana, 

Pengertian Pidana Mati, Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Penyalahgunaan Narkotika 

Hak Asasi Manusia, serta pembahasan kasus Freddy Budiman. 

BAB III PENUTUP  

Bab ini meliputi adanya : 

A. Kesimpulani  

B. Saran  




